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ABSTRAK 

 

Meningkatnya angka positif Covid-19 membuat kekhawatiran 

pemerintah Indonesia. Pemerintah terus melakukan segala upaya 

untuk menurunkan angka positif Covid-19, salah satunya dengan cara 

melakukan vaksinasi. Namun, ditengah masyarakat terjadi pro-kontra 

terhadap pelaksanaan vaksinasi tersebut. Permasalahan dalam skripsi 

ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung serta Bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar 

Lampung serta analisisnya berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini 

adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum 

normative-empiris, dalam hal ini dengan mengamati pelaksanaan 

vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). 

Menggunakan metode deskriftif kualitatif untuk memperoleh data 

penulis menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Data primer 

diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan vaksinasi, 

serta tujuan vaksinasi. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan 

norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan 

dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong 

Air Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas 

Gedong Air berjalan dengan baik walaupun ada masyarakat yang 

melakukan vaksinasi sebagai syarat untuk suatu administratif. Dalam 

analisis hukum Islam rakyat mempunyai kewajiban untuk menaati 

para ulil amri (pemerintah) hal itu sesuai dengan Q.S An-Nisa 58. 

Vaksinasi berguna untuk kesehatan dan mencegah penyakit upaya 

yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan untuk kemaslahatan 

bersama. 
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MOTTO 

 

                            

                               

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabilamenetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Guna menghindari adanya kesalapahaman dalam judul skripsi 

ini, untuk itu penulis akan mengartikan skripsi yang berjudul 

―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar 

Lampung)‖ yaitu sebagai berikut : 

     Tinjauan merupakan kegiatan pemeriksaan, menyelidiki, dan 

mempelajari data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 

     Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan hukum yang 

bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. 

Di dalam sistem hukum Islam ada lima (5) kaidah yaitu jaiz atau 

mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram
2
. Selain itu juga 

terdapat kajian Fiqh siyasah dimana Fiqh siyasah merupakan 

salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan 

dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapaikan kemaslahatan manusia itu sendiri.
3
 

     Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yang 

mengatur mengenai mekanisme pengadaan vaksin dan prosedur 

                                                             
1 Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2017), 953. 
2 Iqbal Saija, R & Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), 1. 
3 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2016), 4.  



 

 

 
 

2 

pelaksanaan vaksin. Vaksin sendiri yaitu bahan antigenic yang 

digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu 

penyakit, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah. Pasal 13 

menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi adalah Kementerian 

Kesehatan.
4
 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

(Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung) yang 

mana akan menguraikan terkait Puskesmas Gedong Air yang 

mempunyai peranan dalam melakukan vaksinasi dimana vaksin 

merupakan hak sekaligus kewajiban rakyat Indonesia sehingga 

pelaksanaannya harus menyeluruh dan merata. Kemudian 

selanjutnya ditinjau dengan Hukum Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

      Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah 

melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum tersebut baik 

berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 

maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). 

Umat Islam telah sepakat bahwasannya Al-Quran merupakan 

sumber utama hukum Islam. Al-Quran sendiri telah memposisikan 

prinsip-prinsip hukum Islam yang paling utama yaitu prinsip 

maslahat.  

     Wabah telah terjadi sejak zaman dahulu, dalam Islam wabah 

disebut dengan tha‘un  yaitu sebuah penyakit yang menular dan 

mampu membunuh manusia di suatu daerah. Kata waba‘ dan 

tha‘un sering didapati didalam sejarah sebagai sebuah penyakit 

menular yang dapat menyebabkan banyak kematian disuatu 

daerah. Dalam sejarah umat Islam terdapat lima kejadian wabah 

                                                             
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan 
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangig Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). 



 

 

 
 

3 

yang paling terkenal dan mematikan yaitu Pertama adalah tha‘un 

syirawaih yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. 

Kedua adalah tha‟un „amwas yang terjadi ketika zaman 

kekhilahahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah tha‘un jarif. 

Keempat adalah tha‘un fatayat, dinamai dengan tha‘un fatayat 

karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima 

adalah tha‘un al-Asyraf, dinamakan demikian karena mayoritas 

korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.
5
 

 

ا جَاءَ  امِ فلَوَه ِ بْيِ عَاهِرِ بْيِ رَبيِعَةَ أىَه عُوَرَ خَرَجَ إلِىَ الشه عَيْ عَبْدِ اللَّه

حْوَيِ بْيُ عَىْفٍ أىَه  امِ فأَخَْبرٍََُ عَبْدُ الره سَرْغَ بلَغَََُ أىَه الْىَباَءَ قدَْ وَقعََ باِلشه

َِ وَسَلهنَ قَ  ُ عَليَْ ِ صَلهى اللَّه َِ بأِرَْضٍ فلَََ تقَْدَهُىا رَسُىلَ اللَّه الَ إِذَا سَوِعْتنُْ بِ

ًْتنُْ بِهاَ فلَََ تخَْرُجُىا َِ وَإِذَا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأَ ٌَُْ فرََجَعَ عُوَر عَليَْ  فرَِارًا هِ

 بْيُ الْخَطهابِ هِيْ سَرْغَ 

 “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi„ah, Umar bin 

Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika 

sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah 

sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf 

mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah 

bersabda, „Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, 

maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi 

wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan 

tempat itu.‟ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah 

meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).6 

 

     Maksud dari hadits tersebut adalah jika suatu daerah sedang 

terjangkit wabah maka, orang dari luar daerah tersebut tidak boleh 

memasukinya. Dan orang yang berada didalam daerah yang 

terjangkit wabah tidak boleh meninggalkan daerah tersebut hingga 

wabah didaerah tersebut menghilang. 

                                                             
 5 Muhammad Rasyid Ridho, ―Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah 

Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19,‖ JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban 

Islam), Vol. 4  No. 1 (2020): 24–33, https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786. 

 6 Alhafiz Kurniawan, ―Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit, 
Thaun, Atau Covid-19,‖ NU Online, 2020, https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-

rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu. 



 

 

 
 

4 

     Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan merebaknya virus 

baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus (CoV) 

adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 

dari ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan 

penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Diketahui, asal 

mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan 

pada akhir Desember tahun 2019. Virus covid-19 menyerang 

saluran pernafasan manusia yang menyebabkan demam tinggi, 

batuk, dan infeksi paru. Virus ini dapat dengan mudah menular ke 

orang lain.  Sehingga, secara cepat menyebar kesuluruh dunia 

termasuk Indonesia. Virus ini diprediksi masuk ke Indonesia sejak 

bulan Maret 2020. 

    Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

yaitu dengan cara menerapkan Social Distancing, selalu 

menngunakan masker, dan selalu mencuci tangan.  The emergency 

committee menyatakan bahwa penyebaran virus covid-19 dapat 

dihentikan jika dilakukan proteksi dini, isolasi, dan perawatan 

yang cepat serta tepat. Mengingat hal tersebut berbagai negara 

berkomitmen bersama untuk melibatkan pemerintah, ilmuwan, 

dan akademisi guna menemukan vaksin Covid-19. Hingga 

akhirnya terdapat beberapa kandidat vaksin untuk menangani 

virus Covid-19.
7
 

      Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk 

membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pengadaan 

vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dilakukan dalam rangka 

penanggulangan pandemic virus Covid-19. Terdapat empat tujuan 

dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 yaitu yang pertama, 

menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Kedua, 

mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah penularan dan 

melindungi masyarakat. Ketiga, melindungi dan memperkuat 

                                                             
7 Armanto Makmun and Siti Fadhilah Hazhiyah, ―Tinjauan Terkait 

Pengembangan Vaksin Covid – 19,‖ Jurnal Molucca Medica, Vol.13 No. 1 (2020): 3. 

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497 
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sistem kesehatan secara menyeluruh. Keempat, menjaga 

produktifitas dan meminimalisir dampak social dan ekonomi.
8
  

      Proses Vaksinasi di Indonesia direncanakan  dalam dua 

periode. Periode pertama akan dimulai pada Januari 2021 sampai 

April 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Vaksin untuk 

Pelaksanaan Vaksinasi Virus Covid-19 diketahui telah ditetapkan 

enam jenis vaksin untuk proses Vaksinasi di Indonesia. Adapun 

jenisnya yaitu vaksin yang di produksi oleh P.T. Bio Farma 

(Persero), Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, 

dan Sinovac BioTech Ltd.
9
 

     Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam. Dimana, 

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia  itu 

sendiri.
10

 Fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa ruang lingkup 

yaitu salah satunya siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah 

merupakan bagian dari Fiqh siyasah yang membahas mengenai 

perundang-undangan negara. Keberadaan konstitusi memiliki 

urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran bernegara yang tertib, 

aman,dan terkontrol.  

Siyasah juga di artikan pula dengan politik sebagaimana 

uraian tentang politik secara teoritis dalam politik yang 

bertentangan dalam yang berakar dalam hukum Dengan demikian 

kajian fiqih siyasah yang di pakai adalah kajian fiqih siyasah 

tanfidziyyah yaitu pembuatan undang-undang dan melahirkan 

kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan 

bermasyarakat dalam bernegara. 

                                                             
8 Marwan, ―Peran Vaksin Penanganan Pandemi COVID19,‖ SMF 

Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi, Vol.2 No. 1 2020: 2, 

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497.  
9 Rochani Nani. Sensusiyati. Rahayu, ―Vaksin Covid 19 Di Indonesia : 

Analisis Berita Hoax,‖ Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol.2 No.7 
(2021): 39. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422 

 10 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 4.  
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     Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi guna 

mengatur pelaksanaan vaksin di Indonesia. Dalam Perpres 

tersebut disebut pula sanksi administratif bagi mereka yang 

menolak divaksin Covid-19. Sanksi administratif diberlakukan 

lantaran banyak masyarakat yang menolak untuk di vaksin, 

masyarakat berpendapat bahwa vaksin tersebut tidak aman untuk 

kesehatan dan hanya politik yang dimainkan oleh pemerintah 

lantaran vaksin tersebut masih berstatus uji klinis.  

    Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menyatakan bahwa 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh Kemetrian 

Kesehatan.
11

 Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19)  menyatakan Pelayanan Vaksinasi dilaksanakan 

di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas atau Puskesmas 

Pembantu, Klinik, Rumah Sakit, unit pelayanan kesehatan di 

Kantor Kesehatan pelabuhan.
12

 

     Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan suatu 

organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan 

kesehatan masyarakat yang juga membina pran serta masyarat 

disamping memberikan pelayanan kesehattan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk 

kegiatan pokok.
13

 Puskesmas Gedong Air merupakan salah satu 

Puskesmas yang berada di Bandar Lampung tepatnya di jalan 

Sisingamangaraja Nomor 13 Gedong Air Kec. Tanjung Karang 

Barat, Kota Bandar Lampung. 

                                                             
11 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19). 

 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19)..  
13Betri Anita, Henni Febriawati, and Yandrizal, Puskesmas Dan Jaminan 

Kesehatan Nasional (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 1.  
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     Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi yang akan sangat menarik jika dikaji menggunakan 

kaidah hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membuat judul skripsi ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi‖ 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

    Adapun dalam penyusunan skripsi  ini yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 

Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi 

Pada Puskesman Gedong Air Bandar Lampung). Sedangkan sub 

fokus dari penelitian ini yaitu pelaksanaan vaksinasi di 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.  

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk 

mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka 

dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas 

Gedong Air Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam rumusan 

masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari permasalahan ini 

yaitu : 

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.  

2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas 

Gedong Air Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta 

pendidikan khususnya mengenai Undang-Undang tentang 

Vaksin. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi 

acuan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi 

penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir dalam 

menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

         Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan 

peneliti terhadap bahan pustaka dari penelitian orang lain yang 

memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Hal ini 

dilakukan untuk mencari, membaca, menelaah bahan pustaka, 

dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membuaat teori-teori 
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yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

kajian terdahulu yang relevan dengan penelitin ini: 

1. Oktiyas Taga (2020), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Prakik Vaksin Ayam Potong Pada PT. Japfa 

Sababalau Lampung Selatan” permasalahan dalam skripsi ini 

yaitu mengenai praktik suntik vaksin ayam PT. Japfa serta 

analisis hukum Islam yang digunakannya. Metode yang 

digunakan yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

Teori yang digunakan yaitu mengenai ayam potong, regulasi 

tentang hewan ternak, tinjauan mengenai mashalah mursalah, 

serta Undang-Undang Nomor 18 Tentang Perternakan dan 

Hewan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktik suntik 

vaksin terhadap ayam potong dianggap merugikan 

dikarenakan terdapat bahan kimia dan obat-obatan yang tinggi 

sehingga tidak baik jika dikonsumsi. Selain itu praktik suntik 

vaksin tidak diperbolehkan karena lebih banyak mengandung 

kemudhoratan daripada kebaikan.
14

 Persamaan skripsi ini 

yaitu membahas mengenai vaksin yang kemudian dibenturkan 

dalam Hukum Islam. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi oleh 

Taga terfokus pada praktik suntik vaksin terhadap ayam yang 

akan dikonsumsi. Sedangkan penelitian ini membahas 

mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. 

2. Berri Parma (2021), mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau-Pekanbaru dengan judul skripsi ―Kebijakan Vaksinasi 

Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam 

Perspektif Fiqh siyasah: Analisis Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 99 Tahun 2020‖ Permasalahan dalam skripsi 

ini yaitu mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 dalam 

Perpres Nomor 99 Tahun 2020 serta tinjauan Fiqh siyasah 

mengenai vaksinasi masal Covid-19 yang terdapat dalam 

                                                             
14 Oktiyas Taga, ―Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Suntik Vaksin 

Ayam Potong Pada PT. Japfa Sababalau Lampung Selatan‖ (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2020). 
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Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Metode penelitiannya yaitu 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Teori-teori yang digunakan yaitu landasan hukum vaksinasi 

serta ruang lingkupnya, peran pemerintah dalam menjaga 

kemaslahatan rakyat, dan kajian Fiqh siyasah terhadap 

kepemimpinan. Hasilnya, dalam skripsi ini diketahui bahwa 

wabah Covid-19 yang melanda sudah benar-benar 

meresahkan, melalui kebijakan vaksinasi diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam Peraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sudah diatur sedemikian rupa 

prosedur dimulai dari persiapan, anggaran, pengadaan, pihak 

terkait, keamanan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu 

membahas mengenai Vaksinasi Covid-19. Sedangkan 

perbedaannya, skripsiini lebih membahas mengenai kebijakan 

apa saja yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan 

skripsi penulis mengenai penerapan dari pelaksanaan 

Vaksinasi Covid-19.
15

 

3. Zisi Lioni Argista (2021), mahasiswa Universitas Sriwijaya 

dengan judul skripsi ―Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin 

Covid-19 Di Sumatera Selatan‖ permasalahan dalam skripsi 

ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat Sumatera Selatan 

terdahap vaksin Covid-19. Metode penelitiannya yaitu 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan design 

cross sectional. Teori-teori yang digunakan yaitu mengenai 

Covid-19 serta persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19. 

Dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa pengetahuan 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, 

oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi 

secara menyuluruh dan merata pada semua masyarakat 

tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua 

                                                             
 15 Berri Parma, ―Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 

(Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 99 Tahun 2020‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2021). 
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informasi ter-update mengenai vaksin covid-19. Persamaan 

dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai vaksin. 

Sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih membahas 

mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin tersebut 

berbeda dengan skripsi penulis mengenai penerapan dari 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
16

 

4. Anwar Adfizi (2020), jurnal dengan judul ―Kewajiban 

Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas 

Perspektif Maqashid Al-Syariah” dalam jurnal ini dapat 

diketahui bahwa vaksin meningitis dengan berbagai kadar dan 

kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan syarat 

tertentu. Persamaan jurnal ini yaitu membahas mengenai 

vaksin untuk kesehatan dan mencegah penyakit. 

Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas mengenai kewajiban 

vaksin. Sedangkan, pada penelitian ini tentang penerapan dari 

pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
17

 

5. Farina Gandryani dan Fikri Hadi (2021), jurnal dengan judul 

“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak atau 

Kewajiban Warga Negara” dapat diketahui bahwa Vaksinasi 

pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat berubah menjadi 

kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. 

Persaamaan jurnal ini dengan skripsi yaitu membahas 

mengenai kewajiban vaksin untuk menanggulangin Covid-19. 

Perbedaannya yaitu jurnal ini lebih terfokus kepada hak dan 

kewajiban melakukan Vaksinasi Covid-19 serta pemidaan 

terhadap penolak vaksin. Sedangkan karya penulis lebih 

terfokus pada pelaksanaan pengadaan Vaksinasi tersebut.
18

 

                                                             
 16 Zisi Lioni Argista, ―Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di 

Sumatera Selatan‖ (Universitas Sriwijaya, 2021). 
17 Anwar Hafidzi, ―Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan 

Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah,‖ Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan 
Hukum Islam, Vol. 11 No. 2 (2020): 18, 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index. 
18 Farina Gandryani and Fikri Hadi, ―Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di 

Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara,‖ Jurnal Rechts Vinding: Media 
Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10 No. 1 (2021), 

https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622. 
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H. Metode Penelitian   

     Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis 

permasalahan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

dilapangan dengan melihat kehidupan sehari-hari dengan 

peneliti terjun langsung kelapangan yaitu pada 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung yang menjadi 

objek penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan 

berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. 

b. Sifat Penelitian 

     Metode penelitian ini dilakukan dengan deskriftif-

analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti 

dengan memaparkan data-data tersebut dan 

menganalisisnya, kemudian memperoleh kesimpulan.
19

 

Peneliti memaparkan dan menganalisis mengenai 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. 

2. Sumber Data 

     Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana 

data dapat diperoleh
20

. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder.   

 

                                                             
19 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 105.  

 20 Ibid., 172. 
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a. Data Primer  

    Data primer adalah data yang dikumpulkan dan 

diperoleh secara langsung atau data yag masih asli apa 

adanya. Contoh dari data primer yaitu hasil wawancara.
21

 

Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung 

b. Data Sekunder  

    Data sekunder  yaitu data yang diperoleh melalui 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data melainkan melalui dokumen-dokumen, 

buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian 

ini.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

    Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

diteliti.
22

 Populasi dalam skripsi ini yaitu  35 petugas 

Vaksin Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung dan 

peserta vaksin. 

b. Sampel 

     Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang 

diambil dengan cara-cara tertentu dengan karakteristik 

tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi 

tersebut.
23

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain yaitu sepuluh orang 

                                                             
21 Tarjo, Metode Penelitian Sistem 3X Baca (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 

92.  

 22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. 
(Bandung: Alfabeta, 2018), 126.  

 23 Ibid., 133. 
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petugas Puskesmas Gedong Air dan lima belas orang 

penerima vaksin di Puskesmas Gedong Air.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

    Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian yaitu kualitas instumen penelitian dan 

kualitas pengumpuan data. Kualitas instrument penelitian 

berkenaan dengan validitas dan realibitas instrument. 

Sedangkan, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data.
24

   

     Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

berdasarkan tekniknya penelitian ini menggunkan dua 

teknik yaitu wawancara dan dokumentasi.  

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

melibatkan presntasi rangsangan lisan-verbal dan 

membalas hal tanggapan lisan-verbal. Metode ini 

dapat dilakukan melalui wawancara pribadi dan 

wawancara melalui telepon.
25

 Metode wawancara 

dapat dilakukan secara terstuktur dan tidak 

terstruktur.
26

 

b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable-variabel tertentu yang berupa catatan, 

buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah dan lain 

sebagainya yang dapat dibuktikan sebagai alat bukti 

kebenaran penelitian.
27

 

5. Teknik Pengolahan Data 

     Pengolahan data merupakan suatu proses 

mengumpulkan data yang ada kemudian 

diintrerprestasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan 

                                                             
24 Ibid., 194.  
25 Tarjo, Metode Penelitian Sistem 3X Baca., 96. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. 

 27 Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik., 202. 
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sifat penelitian. Pada umumnya metode pengolahan data 

setelah data terkumpul yaitu sebagai berikut: 

a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan 

berbagai macam literature yang akan digunakan. 

b. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan 

memilih data yang relevan dengan pembahasan 

c. Pemeriksaan data (editing), yaitu memeriksa ulang 

data apakah data tersebut sudah lengkap, relevan, 

tidak berlebihan, dan logis. 

6. Analisis Data 

     Analisis data merupakan bagian terpenting dalam 

penelitian disamping kegiatan lain dalam proses 

penelitian. Analisis data digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

mengahsilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari objek yang dapat diamati.
28

 Kemudian 

data tersebut diolah dan dianalisis yang kemudian 

menghasilkan kesimpulan berupa data baru yang sesuai 

dengan penelitian yang ditulis sesuai dengan pemikiran 

penulis dan data yang ada. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

     Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga 

menunjukan hasil npenelitian yang baik dan mudah dipahami. 

Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulis sebagai 

berikut : 

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus 

dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

                                                             
 28 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007). 2.  
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Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan.  

2. Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini  yang terdiri dari konsep 

Hukum Islam,  Fiqh siyasah, sejarah Covid-19,     Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi (COVID-19) 

3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas 

deskripsi information yang terdiri dari gambaran umum, 

sejarah, visi dan misi Puskesmas Gedong Air Bandar 

Lampung, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung. 

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian. Bab ini membahas 

menganai hasil penelitian yaitu pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air 

Bandar Lampung serta pandangan Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 

Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung 

5. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam 

dua sub-bab yaitu kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang 

ada hubungan dengan masalah penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam  

     Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah 

laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat beragama Islam.
29

 Hukum Islam 

mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara‘ 

dan fikih terkandung didalamnya.  

    Ada beberapa istilah di dalam hukum Islam, di antaranya 

adalah syari‟at, fiqh, dan ushul fiqh. Syariat adalah hukum-

hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan 

perantara rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenh keimanan, 

baikhukum itu berpautan dengan amaliyah atau berpautan 

dengan akidah dan akhlaknya.
30

 Fiqh merupakan upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untk menggali 

hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat 

Islam.
31

 Sedangkan Ushul Fiqh adalah pengetahuan tentang 

kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk 

menemukan hukum-hukum syara‟ terhadap suatu perbuatan 

yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
32

 

     Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara 

manusia dengan manusia (muammalah) atau hubungan 

manusia benda saja tetapi juga mengatur  hubungan hukum 

antara manusia dengan Tuhan (ibadah), hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan 

                                                             
 29 Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di 

Indonesia) (Jakarta: Kencana, 2014), 10.  

 30 Ibid., 2. 
 31 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 3.   

 32 Muhammad Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019), 

5.  
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alam sekitarnya.
33

 Aspek di dalam muamalah dapat dibagi lagi 

menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris 

(kewarisan), murafa‟at (hukum acara), siyasah 

(politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan 

internasional). 

     Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan 

dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan 

didalam hukum Islam agar dapat berlaku di masyarakat. 

Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya 

keberadaan negara dan pemerintahan.
34

 Tanpa adanya 

kebijakan politik pemerintah, umat Islam akan sulit 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Fiqh siyasah 

diumpamakan sebagai akar pohon yang menopang segalanya. 

2. Fiqh siyasah  

     Fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari 

dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Kata 

fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 

berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fiqh 

berarti ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat 

yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang 

rinci (tafsili).35
  

     Kata ―siyasah‖ berasal dari kata sasa, yang secara bahasa 

berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Sedangkan 

secara istilah siyasah memiliki arti mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.
36

 Beberapa 

pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli fiqh tentang asal-usul 

kata siyasah yaitu: 

                                                             
 33 Saija, R & Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, 1. 
 34 Muhammad Ramadhan, Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam 

Fiqh siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 1. 

 35 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2. 

 36 Wahyu Abdul Jafar, ―Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ‘ An Dan 
Al -Hadist,‖ Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.3 No.1 (2018): 

20, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140. 
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a. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol 

yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin 

berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. 

Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab 

undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul 

Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan 

berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak 

pidana tertentu.
37

 

b. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari 

tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. 

Kata Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam 

bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena 

itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau 

aturan.
38

 

c. Ibnu Manzhur  : menyatakan siyasah berasal dari 

Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-

yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, 

memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.
39

 

d. Abdul Wahab Khallaf : mendefinisikan bahwa siyasah 

adalah pengaturan perundang-undangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.
40

 

e. Louis Ma‘luf memberikan batasan wilayah mengenai 

siyasah yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka menuju jalan keselamatan.
41

 

     Berdasarkan beberapa definisi-definisi dua kata tersebut 

yang dimaksud dengan Fiqh siyasah adalah pemahaman yang 

mendalam mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan.  

                                                             
 37 Fatmawati Hilal, Fiqh siyasah (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), 65. 

 38 Ibid. 

 39 Ibid. 
 40 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 4.  

 41 Ibid. 
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      Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan 

kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah as- 

siyasah asy-syar‟iyyah, yaitu teori yang mengatakan bahwa 

untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan 

berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan 

memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan 

kemaslahatan.
42

 Terdapat beberapa istilah mengenai siyasah 

syar‟iyyah yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh : 

a. Ibnu Taimiyah secara politik mendefinisikan siyasah 

syar‟iyyah berkaitan dengan pemegang kekuasaan 

yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada 

yang berhak serta terkait dengan hubungan antara 

pemerintah dengan rakyatnya.
43

 

b. Ibnu Aqil menyatakan politik merupakan segala 

perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan 

kemaslahatan dari kemafsadatan, sekalipun Rosul 

tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak 

menentukannya.
44

 

c. Abdul Wahab Khallaf merumuskan siyasah syar‟iyyah 

sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi 

pemerintahan Islam yang menjamin terciptannya 

kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari 

masyarakat Islam, dengan tidakn bertentangan dengan 

ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang 

                                                             
 42 Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, ―Perspektif Fiqh siyasah 

Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar 

Lampung,‖ AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol.1 No.2 (2021): 63, 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006. 

 43 Suharti, ―Al-Siyasah Al-Syar‘iyyah ‗Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam 

Ibnu Taimiyah),‖ Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.2 No. 2 (2015): 27, 

https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9. 
 44 H. A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah (Prenada Media Group, 2009), 27. 
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umum, meskipum tidak sejalan dengan pendapat para 

mujtahid.
45

 

d. Abdurrahman Taj merumuskan siyasah syar‟iyyah 

sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan 

negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai 

dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya 

yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan 

kemasyarakatan, walauun pengaturan tersebut tidak 

ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun al-Sunnah.
46

 

    Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa siyasah syar‟iyyah merupakan pengurusan dan 

pengaturan manusia yang dilakukan oleh para pemegang 

kekuasaan (Ulil Amri) untuk menciptakan kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan yang dimana pengaturan tersebut 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Q.S An-Nisa 

menyatakan : 

                      

                        

                     

      “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.‖ (Q.S. An-Nisa [4]: 59) 

 

    Sumber – sumber yang tidak berasal dari Al-Quran maupun 

Al-Sunnah harus diukur dengan kerangka wahyu. Jika 

                                                             
 45 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 56. 

 46 Ibid. 
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bertentangan, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tidak 

dapat dikatakan sebagai siyasah syar‟iyyah dan tidak boleh 

diikuti. Sebaliknya, jika kebijakan politik tersebut sesuai dan 

sejalan dengan syariat maka kita wajib mengikuti penguasa 

tersebut sebagai ulil amri diantara kita. Prof. Dr. H. Abd. Muin 

Salim merumuskan unsur-unsur politik yaitu sebagai berikut :
47

 

a. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan 

pemikiran manusia, secara sendiri sendiri atau 

bersama, yang ditransfor-masikan menjadi ideologi 

politik. 

b. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan 

pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, 

pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian 

terhadap aktivitas politik. Pada sisi lain 

mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak 

dicapai. 

c. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan 

dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem 

politik dan negara bersangkutan. 

d. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam 

berbagai fungsi-fungsi politik.  

e. Subjek politik sebagai penyelenggara aktivitas politik 

dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan 

dan masyarakat. 

f. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan 

antara ataupun tujuan akhir.  

g. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk 

menyelenggarakan aktivitas-aktivitas politik. 

 

 

 

                                                             
 47 Hilal, Fiqh siyasah, 8.  
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3. Fiqh siyasah dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist 

a. Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Quran  

     Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qa-ra-a قرا 

dengan kata fu‟lan فولَى yang artinya bacaan, berbicara 

tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut 

istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai 

berikut; Pertama,  menurut Abu Zahrah ialah kitab yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-

Syaukani yaitu Kalam Alllah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara 

mutawatir. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah 

lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

mengandung mukkjizat setiap suratnya, yang beribadah 

membacanya.
48

 

     Al-Quran merupakan pedoman dari hidup manusia yang 

harus selalu dipegang teguh. Al-Quran merupakan sumber 

hukum dari segala permasalahan manusia yang tertuang 

kemaslahtan di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak 

sekali hukum diantaranya berupa akhlak, hukum, sosial 

budaya, tatanegara hingga masalah politik. 

     Permasalahan politik atau siyasah secara implisit tidak 

dituliskan di dalam Al-Quran. Namun, hal-hal yang terkait 

di dalamnya banyak ayat yang mengupasnya di antaralain 

mengenai Khilafah, Imamah, Wialayah, dan lain 

sebagainya. Hal itu tak lain agar manusia dapat mengetahui 

dasar dari permasalahan yang akan ada di kemudian hari 

agar terciptanya kemaslahatan.
49

 Diantaranya terdapat 

banyak ayat yang membahas mengenai siyasah antara lain : 

 

 

                                                             
 48 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), 194.  
 49 Jafar, ―Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ‘ An Dan Al -Hadist...," 

20.   
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     “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-

pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, 

supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu 

berbuat.” (Q.S. Yunus [10]: 14) 

 

                     

                        

                     

    “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59) 

 

     Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah 

SWT menjadikan manusia sebagai Kholifah di bumi. 

Kholifah tersebut harus memiliki skill khusus untuk 

menopang tugas dan amanah yang akan dipegangnya. 

Selain itu juga, rakyatnya wajib menaati perintah dari 

Kholifah atau Ulil Amri tersebut apabila perintah tersebut 

sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam. 

Sebaliknya, apabila ketentuan perintah tersebut tidak sesuai 

maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. 
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     “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58) 

 

     Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa kita 

sebagai manusia harus memiliki sifat amanah dan adil. 

Setiap peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau 

kholifah Allah harus memiliki nilai-nilai keadilan serta 

dilaksanakan dengan penuh amanah dalam setiap kebijakan 

yang diberlakukannya. Setiap tugas yang dibebankan 

olehnya harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab 

serta tidak membeda-bedakan antar golongan. 

 

b. Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Hadist 

     Al-Hadist merupakan segala sesuatu perbuatan, 

perkataan, maupun ketetapan yang berasal dari nabi 

Muhammad SAW.  Kedudukan hadist merupakan sumber 

kedua dari Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum 

dituliskan secara detail maka akan dijelaskan oleh hadist 

kecuali pada persoalan yang bersifat umum.  Persoalan 

mengenai siyasah tidak juga dijelaskan secara detail di 

dalam hadist. Namun, prinsip-prinsip umum dalam 

berpolitik sudah dijelaskan secara ekplisit. Salah satu 

contoh mengenai kepemimpinan dalam Islam, yaitu al-



 

 

 
 

26 

Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah 

dalam menjalankan kepemimpinannya. 
50

 

     Sunnah  سٌة berasal dari kata   سي yang berarti: cara yang 

biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu 

yang buruk. Di dalam Al-Quran sendiri kata ―Sunnah‖ 

disebut sebanyak 16 kali. Sunnah terbagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, sunah qauliyah yaitu ucapan nabi yang didengar 

oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. 

Kedua, sunah fi‘liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh 

sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain 

dengan ucapannya. Ketiga, sunah taqrriyah yaitu perbuatan 

seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan 

atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau 

dicegah oleh Nabi.
51

 

    Secara garis besar, sumber kajian Fiqh siyasah dapat dibagi 

menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber kajian Fiqh siyasah 

menjadi tiga yaitu, Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber 

tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber 

peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain dari Al-Quran 

dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan bahwa 

sumber kajian siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan 

lingkungannya, seperti pandangar pakar politik, ‗Urf atau adat 

kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang 

membuat kajian Fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang 

dinamis, antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan 

zaman.
52

 

4. Ruang Lingkup Fiqh siyasah  

     Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulamam terkait 

dengan ruang lingkup Fiqh siyasah ada yang membagi menjadi 

delapan bidang, ada pula yang menyatakan lima, empat, 

                                                             
 50 Ibid., 23. 
 51 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 226-229.  

 52 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 17.  
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ataupun tiga bahasan. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu 

prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut al-Mawardi, 

ruang lingkup kajian Fiqh siyasah antara lain
53

: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siyasah Dusturiyyah). 

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

c. Peradilan (Siyasah Sadha‘iyah). 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiyah). 

e. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah). 

    Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat 

bagian bidang yaitu
54

: 

a. Peradilan (Siyasah Qadha‘iyah). 

b. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah). 

c. Moneter (Siyasah Maliyah). 

d. Hubungan Internasional (Siyasah Dauliyyah). 

     Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama 

terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah 

membagi ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu
55

 : 

a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-Undangan) 

b. Siyasah tasyri‟iyyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‘iyah (Peradilan) 

d. Siyasah Maliyah (Ekonomi Dan Moneter) 

e. Siyasah Dauliyyah (Politik Hubungan Internasional) 

f. Siyasah Tanfidziyah Syar‘iyyah (Politik Pelaksanaan 

Perundang-Undangan) 

                                                             
 53 Ramadhan, Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh siyasah, 

26.  
 54 Ibid. 

 55 Ibid. 



 

 

 
 

28 

g. Siyasah Harbiyyah (Hukum Perang)  

    Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat di atas, bahwa 

pembagian Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga 

bagian pokok. Pertama, Siyasah Dusturiyyah (Peraturan 

Perundang-undangan). Bagian ini meliputi  pengkajian tentang 

penetapan hukum (tasyri‟iyyah) oleh lembaga lesgislatif, 

peradilan (qadha‟iyah) oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau 

eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasahal-

Dualial-„Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. 

Ketiga, al-Siyasah al-Maliya atau politik keuangan dan 

moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah 

meliputi urusan negara, perdagangan internasional, 

kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan. 

5. Siyasah Dusturiyyah 

    Siyasah Dusturiyyah menurut Muhammad Iqbal bahwa 

kata dusturi berarti konstitusi, berasal dari bahasa Persia yang 

artinya memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. 

Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab kata 

dusturi berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah kata dusturi memeiliki arti yaitu 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 

kerjasama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah 

negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konstitusi).
56

 

     Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari Fiqh siyasah 

yang membahas mengenai masalah perundang-undangan 

negara secara umum, didalamnya juga membahas konsep – 

konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura.
57

 

                                                             
 56 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 178.  

 57 Ali Akhbar, Abaib Mas, and Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul 
Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di 
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Selain itu Fiqh siyasah juga membahas mengenai konsep 

negara hukum dalam shar‟iyyah, tujuan, dan tugas-tugas 

negara dalam fiqh siyasah.
58

 Dengan kata lain Siyasah 

Dusturiyyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah 

dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara 

serta hak-haknya yang wajib dilindungi. 

      Kajian tentang Fiqh siyasah dusturiyah dalam negara 

Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan 

peraturan permerintah melalui badan legislatif dan badan 

eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan 

suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan 

pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang 

dan sagala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-

undangan.
59

 

     Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan 

perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan dalam 

suatu waktu tertentu dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu 

sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu perlu 

dilakukan  apabila peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk 

digunakan dengan kenyataan politik yang ada sebab 

perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi masyarakat saat 

itu. Perubahan dalam peraturan tersebut muatannya tidak 

boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat 

universal di setiap zaman dan tempat. Perubahan itu juga 

harus dapat menjawab permasalahan yang ada dan mampu 

                                                             
 58 Syaiful Hidayat, ―Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,‖ 

Tafaqquh, Vol.1 No. 2 (2013): 2, 

http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10.    

 59 M Edward Rinaldo et al., ―Analisis Fiqh siyasah dusturiyah Dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di 
Indonesia,‖ AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol.1 No. 1 (2021): 65, 
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menampung aspirasi masyarakat demi mewujudkan 

kemaslahatan.
60

 

    Penyusunan pengaturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus 

dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.  

Dalam Siyasah dusturiyah peranturan perundang-undangan 

hendaknya mengacu pada nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan 

prinsip jalb al-mushalih wa dar al-mafasid (mengambil 

maslahat dan menolak mudharat).
61

 Menurut Munawir 

Sjadzali ada 6 (enam) prinsip nash yaitu tentang kedudukan 

manusia dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat 

seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada 

pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar 

umat manusia dan kebebasan beragama. Sedangkan prinsip 

jalb al-mushalih wa dar al-mafasid tentunya perlu 

mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, 

agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan tidak memberatkan.
62

 Selanjutnya, sumber 

dari Siyasah dusturiyah menurut H.A. Djazuli meliputi
63

: 

a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran 

al-Quran. 

b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam 

menerapkan hukum. 

c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan 

dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing 

khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap 

                                                             
 60 Cholida Hanum, ―Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah 

Dusturiyyah,‖ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari‟ah Dan Hukum, Vol.4 No. 2 (2019), 
https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530.  

 61 Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 189.  

 62 Akhbar, Mas, and Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 

(Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia), 13.  
 63 Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, 53-54.  
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kepemimpinannya, tapi mempunyai  tujuan yang sama 

dalam memberikan kebijakan yang berorientasi pada 

kemaslahatan. 

d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan 

kemaslahatan umat dikarenakan dalam fiqh dusturiyah 

merupakan hasil ijtima ulama yang sangat membantu 

dalam memahami semangan dan prinsip dusturiyah. 

e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum 

yang berlaku dan berkembang di masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan 

Hadits. 

 Dalam kajian siyasah dusturiyyah dibagi menjadi tiga bahasan 

yaitu Siyasah tasyri‘iyyah, Siyasah Tanfidziyah, dan Siyasah 

qhada‘iyah. Ketiga bahasan ini dapat juga disebut sebagai Trias 

Politica dalam Islam.  

a. Siyasah Tasyri‘iyyah 

      Siyasah tasyri‟iyyah yaitu berkaitan dengan 

kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat 

dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan 

konstitusi yang ada. Kekuasaan legislatif dalam teori 

Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam 

negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, 

legislatif juga menempatkan undang-undang dan 

ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini 

akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif 

dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan 

akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau 

peradilan. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat 

Islam.  
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      ―Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada 

di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari 

Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak 

ada padaku apa (azab) yang kamu minta 

supaya disegerakan kedatangannya. 

menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. 

Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia 

pemberi keputusan yang paling baik.” (Q.S. 

Al-Anam [6]: 57) 

                     

                    

       

     “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90) 

 

          Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan 

bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik 

Allah SWT. Namun, di dalam fiqh siyasah manusia 

dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-
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syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur 

legislasi dalam Islam meliputi:
64

 

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan 

dalam masyarakat Islam. 

b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 

c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus 

sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. 

b. Siyasah Tanfidziyah 

    Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan 

Siyasah tanfidziyah, yaitu berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. 

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari 

perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang 

dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang 

peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati 

undang-undang tersebut.
65

  

    Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah 

(kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet 

atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu 

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya 

kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang 

dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan 

politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan 

semangat nash dan kemaslahatan.
66

 

      Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai 

pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan 
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 65 Ibid 

 66 Wery Gusmansyah, ―Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,‖ Al 
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mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk 

memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan 

negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas 

orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya 

maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok 

manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai 

wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua 

adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk 

memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah 

seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.
67

 

      Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala 

negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang 

berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun 

kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al Quran dan 

sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, 

menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan 

pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, 

mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, 

melaksanakan amar ma‘ruf nahi mungkar dan jihad, 

mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan 

perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang 

imam adalah mempraktikan totalitas syari‘ah didalam 

umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan 

kebajikan dan mencegah kejahatan.
68

 Perintah untuk 

menaati pemimpin tertuang di dalam: 

                   

                       

                         

     “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

                                                             
 67 Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam.  

 68 Gusmansyah, ―Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.‖ 131. 
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di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. ―(Q.S. An-Nisa [4]: 59) 

 

c. Siyasah Qhada‟iyah 

    Siyasah qhada‟iyah berkaitan dengan lembaga 

peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan 

syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan 

kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai 

hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.
69

 

    Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga 

untuk penegakannya yaitu al-Qadha. Kewenangan 

peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu 

wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. 

Sebagaiamana diketahui bahwa dalam sejarah 

Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, 

yaitu: Sulṭah al-tasyri‘iyyah (kekuasaan legislatif), Sulṭah 

al-ṭanfiẓiyyah (kekuasaan eksekutif), Sulṭah al-Qaḍā 

‘iyyah (kekuasaan yudikatif).
70

 

     Siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal 

sebagai berikut 
71

 : 

a. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya. 

     Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari 

kata amama yang berarti "di depan". Yang di depan 

                                                             
 69 Ibid. 

 70 La Samsu, ―Al-Sulṭah Al-Tasyri‘iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-

Sulṭah Al-QaḍᾹ‘iyyah,‖ Tahkim, Vol. 13 No. 1 (2017).  
 71 A Djazuli, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 
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disebut "imam". Itulah sebabnya dalam kehidupan 

sehari-hari, kata "imam" sering diartikan sebagai orang 

yang memimpin shalat jamaah. Kata imam secara 

harfiah berarti bahwa orang yang berdiri di depan dan 

menjadi teladan bagi orang-orang di belakangnya. 

Karena itu, imam mengacu pada orang yang 

memimpin orang lain.
72

  

b. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. 

     Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang 

non muslim ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula 

yang disebut musta‘min. Kafir dzimi adalah warga 

nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati, 

tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan 

hartanya. Sedangkan Mustamin, adalah orang asing 

yang menetap untuk sementara, dan juga harus 

dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya.
73

 

c. Persoalan bai‘at. 

     Menurut Ibn Khaldun, baiat adalah perjanjian untuk 

taat, dimana orang yang berbaiat dan bersumpah setia 

pada pimpinanya, bahwa ia akan menyelamatkan 

pandangan-pandangan yang diembannya dari 

pemimpin, baik merupakan perintah yang disenangi 

maupun tidak disenangi.
74

 

d. Persoalan waliyul ahdi. 

     Imamah itu dapat terjadi dikarenakan dua cara 

yaitu: pertama, dengan pemilihan ahlul halli wal aqdi 

dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam 
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yang sebelumnya. Penyerahan kekuasaan tersebut yang 

dimaksud dengan waliyul ahdi.  
75

 

e. Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

      Secara bahasa, ahlul halli wal aqdi terdiri dari tiga 

kata. Ahlul berarti orang yang memiliki atau orang 

yang berhak, Al-halli berarti melepaskan, 

menyesuaikan, memecahkan, dan ‗Aqdi berarti 

mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi 

ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang memiliki 

hak atau kewenangan untuk menentukan, 

memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan 

keputusan tersebut bersifat mengikat. 
76

 

f. Persoalan wizarah dan perbandingannya. 

     Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat 

pada masa pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada 

sejak zaman pra-Islam. Wizarah telah dikenal pada 

masa Bani Israel, Mesir Kuno, dan Persia Kuno. Kata 

wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti berat. 

Dikatakan demikian lantaran seorang wazir memikul 

tugas yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia 

modern wazir memiliki pengertian yang sama dengan 

menteri yang mengepalai departemen dalam 

pemerintahan.
77

 

6. Tha‟un 

      Wabah telah terjadi sejak zaman dahulu, dalam Islam 

wabah disebut dengan tha‟un  yaitu sebuah penyakit yang 

menular dan mampu membunuh manusia di suatu daerah. Kata 

waba‟ dan tha‟un sering didapati didalam sejarah sebagai 
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sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan banyak 

kematian disuatu daerah. 
78

 

     Dalam sejarah umat Islam terdapat lima kejadian wabah 

yang paling terkenal dan mematikan yaitu Pertama adalah 

tha‟un syirawaih yang terjadi pada masa Nabi Muhammad 

masih hidup. Kedua adalah tha‟un „amwas yang terjadi ketika 

zaman kekhilahahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah tha‟un 

jarif. Keempat adalah tha‘un fatayat, dinamai dengan tha‟un 

fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum 

pemudi. Kelima adalah tha‟un al-Asyraf, dinamakan demikian 

karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki 

kedudukan tinggi. 
79

 

     Wabah atau tha‘un sudah lama tidak muncul dalam sejarah. 

Wabah terakhir dan terbesar yaitu wabah virus ebola di Afrika 

Barat yang menjadi wabah Internasional di tahun 2014. Wabah 

ini menelan banyak korban jiwa sebanyak 71% serta 

berdampak juga kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Hingga 

pada tahun 2020 ini muncul kembali virus Covid-19 yang 

menyebar secara cepat keseluruh dunia termasuk Indonesia.
80

 

   Pada dasarnya upaya penanggulangan terhadap wabah 

merupakan ikhtiar untuk mencegah dan membebaskan rakyat 

dari wabah tersebut. Apa yang dilakukan oleh para ulil amri 

dalam penanggulangan wabah tersebut merupakan perwujudan 

dari perintah allah di dalam surah Al baqarah ayat 195 dan 

surah An Nisa ayat 29 yang berisikan mengenai : 
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     dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195) 

 

                            

                      

         

     Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29) 

 

    Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kita 

sebagai manusia harus berupaya menjaga hidup kita agar 

tetap sehat terjauh dari segala macam penyakit yang dapat 

membinasakan diri kita.  

7. Puskesmas  

     Puskesmas (Pusat Kesahatan Masyarakat) merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I. Puskesmas adalah Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) suatu dinas Kabupaten/Kota yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 

disuatu wilayah kerja. Puskesmas memiliki beberapa fungsi 

yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembenaan 

peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat 

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan 

kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang 
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berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat 

tinggal dalarn suatu wilayah tertentu.
81

 

     Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya 

kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan 

kesehatan. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi 

fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara 

menyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja 

tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Jenis 

pelayan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, 

namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus 

dilaksanakan oleh Puskesmas ditambah dengan upaya 

kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada serta kemampuan Puskesmas. Upaya-

upaya kesehatan wajib tersebut adalah (Basic Six):
82

 

a. Upaya promosi kesehatan 

b. Upaya kesehatan lingkungan 

c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 

d. Upaya perbaikan gizi masyarakat 

e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

f. Upaya pengobatan 

 

8. Landasan Hukum Vaksin Covid-19 Menurut Undang-Undang 

dan Hukum Islam 

      Landasan hukum vaksin Covid-19 di Indonesia tertuang di 

dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 
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(Covid-19) yang kemudian di ubah menjadi Presiden Nomor 

50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi  Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Desease (Covid-19). Terbitkannya peraturan 

tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat dengan 

cepat memiliki antibody. Sehingga, tidak mudah tertular virus 

Covid-19. Tidak hanya itu, di dalam peraturan tersebut juga 

ditetapkan mengenai mekanisme pelaksanaan vaksinasi dan 

pihak-pihak yang berwenang.  

    Ditinjau dari hukum Islam pada prinsipnya segala keputusan 

yang di keluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk 

kemaslahatan. Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat 

terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum dan 

universal. Dalam  kondisi  seperti  ini,  fikih  Islam mengenal     

konsep rukhsah (keringanan)     dengan     tujuan     

menurunkan     beban kesulitan/ancaman  yang  dihadapi  

manusia.  Dalam  kaitan  ini, vaksinasi  adalah  instrumen 

rukhsah untuk   menghindari   bahaya/kerusakan (mafsadat) 

umum   atau   universal   dan memperoleh  kebaikan  

(kemaslahatan)  umum. Kalaupun  semisal  dalam  vaksinasi  

itu ditenggarai  ada  unsur  najis  dan  saat  bersamaan  tidak  

ditemukan  obat  yang  halal,  maka demikian tetap boleh 

dilakukan.
83

 

 

B. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi  

1. Corona Virus Diseases 2019 

    Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan merebaknya virus 

baru yaitu Coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya 

disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus 
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(CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari ringan sampai berat seperti common cold 

atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. 

Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok 

yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus 

Covid-19 menyerang saluran pernafasan manusia yang 

menyebabkan demam tinggi, batuk, dan infeksi paru. Virus ini 

dapat dengan mudah menular ke orang lain.  Sehingga, secara 

cepat menyebar kesuluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini 

diprediksi masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020. 

    Virus Covid-19 merupakan virus yang luar biasa lantaran 

dalam waktu singkat dapat merengut ribuan nyawa tidak 

hanya di Chinna, namun di seluruh dunia. Virus ini 

menyerang pada saluran pernafasan manusia yang 

mengakibatkan demam tinggi menyebar melalui percikan dari 

liur. 

    Peningkatan  kasus covid-19 yang terjadi di masyarakat 

didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat, baik 

dianatara manusia dengan manusia maupun manusia dengan 

hewan. Utamanya penyebaran ini disebabkan oleh konumsi 

hewan yang terinfeksi virus tersebut sebagai sumber makanan 

manusia, contohnya kelelawar. Secara klinis, representasi 

adanya infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia dimulai dari 

adanya asimtomatik hingga pneumonia sangat berat, dengan 

sindrom akut pada gangguan pernapasan, syok septik dan 

kegagalan multiorgan, yang berujung pada kematian (Guan et 

al., 2020). Hal ini akan meningkatkan ancaman dalam masa 

pandemi COVID-19 sehingga jumlah kasus COVID-19 di 

masyarakat dapat terus meningkat.
84

 

    Pandemic Covid-19 tidak hanya menyebabkan masalah 

kesehatan. Namun juga masalah ekonomi, pendidikan, dan 
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sebagainya. Akibat hal tersebut pemerintah diseluruh dunia 

gencar mencari vaksin Covid-19 guna mengembalikan 

keadaan. Keadaan darurat tersebut menuntut pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan untuk dapat segera menanganinya 

dengan melakukan antisipasi dan penanganan yang relevan, 

agar permasalahan Covid-19 ini tidak menjadi masalah yang 

kompleks dan membahayakan rakyatnya.
85

 

2. Pengertian Vaksin  

    Menurut istilah vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid 

yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenesitas (bibit 

penyakit) atau toksisitasnya (zat racun) hilang tetapi masih 

mengandung antigenesitas (zat yang merangsang pembentukan 

zat anti). Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan 

antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. 

Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga 

membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada 

masa kanak-kanak. 
86

 

    Vaksin berasal dari bahasa inggris yaitu vaccine yang 

artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah 

dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan 

didalam tubuh. Vaksin yang diciptakan berhubungan dengan 

penyakit yang sedang diteliti agar tidak cepat menyebar 

keseluruh tubuh dan ke orang lain.
87

 

    Vaksin tidak sama dengan obat, vaksin mendorong 

kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular atau 

kemungkinan sakit berat. Sementara proses vaksinasi 

merupakan proses yang berada di dalam tubuh dimana seorang 
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menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga 

apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan 

menjadi sakit atau hanya sakit ringan saja, biasanya hal ini 

dengan pemberian vaksin.
88

 

     Tahapan dalam pembuatan vaksin melalui jalan yang 

panjang dan perlu dilakukan uji klinis hingga vaksin tersebut 

dapat diterima dan diproduksi secara global, begitu juga 

dengan pengembangan vaksin Covid-19. Vaksin sendsiri 

merupakan cara paling efektif dan ekonomis untuk mencegah 

penyakit menular dan memerangi infeksi Covid-19.
89

 Berikut 

merupakan jenis teknologi pembuatan vaksin: 

a. Vaksin Inaktif  digunakan selama lebih dari seabad 

untuk mendorong perlindungan terhadap patogen 

virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau 

sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah 

terbunuh.
90

 

b. Vaksin yang dilemahkan, sebagian besar vaksin telah 

dikembangkan untuk meningkatkan respons antibodi 

penawar anti-S, salah satunya adalah vaksin virus 

hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan 

secara langsung sangat efektif dalam memberikan 

perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan 

penyebaran epidemi virus patogen.
91

 

c. Vaksin Subunit, mencakup satu atau lebih antigen 

(RBD, S1, dan S2) dengan imunogenisitas kuat yang 

mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. 

Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih 
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mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali 

membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk 

memperoleh respon imun protektif yang kuat.
92

 

d. Vaksin Berbasis Vektor Virus, memberikan ekspresi 

protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang, 

dan memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin 

vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena 

vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular 

dengan menimbulkan respons humoral. Teknologi ini 

dikembangkan untuk pembuatan vaksin ChAd3 untuk 

Ebola dan ChAdOx1 untuk MERS, yang sekarang 

sedang memasuki tahap uji klinik.
93

 

e. Vaksin berbasis DNA, merupakan teknologi yang 

berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru 

untuk mencegah beberapa penyakit baik yang berasal 

dari bakteri ataupun virus.
94

 

f. Vaksin berbasis RNA, Vaksin berbasis asam nukleat 

telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat 

diproduksi dengan cepat sebagai respons terhadap 

keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan 

memperoleh respons imun protektif. Namun sejauh ini, 

masih belum ada vaksin berbasis asam nukleat yang 

berlisensi untuk digunakan oleh manusia.
95

 

 

3. Jenis-Jenis Vaksin Covid-19 

    Penangan Covid-19 di Indonesia sudah memasuki babak 

baru dengan melakukan pencegahan melalui protokol 

kesehatan dan juga menambah kekebalan tubuh dengan 

memasukan vaksin kedalamnya.Hal ini dilakukan dikarenakan 
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sebelumnya pada January 2021 angka Positif Covid-19 di 

Indonesia sudah mencapai angka 1 juta.  

      Mencermati angka 1 juta tersebut Menteri Kesehatan 

menyatakan bahwa masyarakat serta pemerintah harus 

bekerjasama demi menanggulangi pandemic tersebut. Laju 

penularan virus harus ditekan dengan menjalankan protokol 

kesehatan yang ketat yaitu disiplin mencuci tangan, 

menggunakan masker, serta menjaga jarak. Kemudian 

melakukan testing, tracing, dan isolasi mandiri. Testing 

dilakukan untuk mengindentifikasi masyarakat yang diduga 

terkonfirmasi positif Covid 19, selanjutnya tracing merupakan 

program untuk melacak orang - orang yang telah kontak 

langsung dengan pasien Covid 19. Berikutnya adalah progam 

isolasi mandiri yang merupakan program dari Kementerian 

Kesehatan dalam rangka mengurangi laju penyebaran Covid 

19.
96

  

     Terkait dengan vaksin yang digunakan di Indonesia terdapat 

beberapa macam yaitu :  

a. Vaksin Sinovac dan Sinopharm 

    Produksi vaksin diawali oleh tempat virus ini 

bermula yaitu Beijing China dengan berupa vaksin 

Sinovac dan Sinopharm. Vaksin tersebut bekerja 

dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan 

guna merangsang system kekebalan tubuh terhadap 

virus tanpa risiko memberikan respon terhadap 

penyakit yang serius. Salah satu keunggulan dari 

vaksin Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es 

standar dengan suhu 2-8°C. Vaksin Sinovac telah 

menjalani uji coba vaksin tiga di berbagai negara. Data 

sementara dari uji coba tahap akhir di Turki dan 

Indonesia menunjukan bahwa efektivitas vaksin ini 

masing-masing 91.25% dan  63.50%. Di Indonesia 

sendiri vaksinasi pertama vaksin ini di pelopori oleh 
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presiden Joko Widodo yang merupakan titik awal 

vaksinasi gratis di Indonesia.
97

 

b. Vaksin Moderna 

    Vaksin Moderna memiliki nama dagang adalah 

mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, 

dengan tipe vaksin adalah mRNA. Berdasarkan bukti 

uji klinis, vaksin Moderna 94,10% dinyatakan efektif 

mencegah penyakit Covid-19 yang dikonfirmasi di 

laboratorium pada orang yang menerima dua dosis 

yang tidak memiliki bukti terinfeksi sebelumnya. 

Vaksin menunjukkan efektifitas tinggi dalam uji klinis 

(kemanjuran) di antara orang-orang dari berbagai 

kategori usia, jenis kelamin, ras, serta etnis dan 

diantara orang-orang dengan kondisi medis yang 

mendasarinya. Adapun efek samping dari vaksin 

Covid-19 Moderna meliputi reaksi di tempat suntikan 

yaitu berupa perasaan nyeri, nyeri tekan, dan 

pembengkakan getah bening di lengan yang sama dari 

suntikan, bengkak (keras), dan kemerahan. Secara 

umum ada perasaan kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, 

nyeri sendi, mual dan menggigil, mual dan muntah
98

 

c. Pfizer BioNTech 

    Nama vaksin Covid 19 dari Pfizer BionTech adalah 

BNT162b2, diproduksi oleh PfizerInc., and BioNTech, 

dan termasuk golongan vaksin tipe mRNA. 

Berdasarkan bukti dari uji klinis, vaksin Pzifer-

BioNTech 95% efektif mencegah penyakit Covid-19, 

yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang tanpa 

bukti infeksi sebelumnya. Efek samping yang 

dilaporkan akibat pemakaian vaksin Pzifer-BioNTech 

adalah; nyeri di tempat bekas suntikan, merasa 

kelelahan, sakit kepala, nyei otot, menggigil, demam, 
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nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, 

kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak 

badan, pembengkakan kelenjar getah bening 

(limfadenopati). 99
 

d. AstraZeneca 

     AstraZeneca merupakan peusahaan farmasi dari 

Ingrris yang telah melakukan Pengembangan vaksin 

Covid -19 bersama Oxford University, dan pemerintah 

Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka 

penyediaan vaksin yang disebut dengan nama 

AZD1222. Vaksin AstraZeneca dibuat dari versi lemah 

virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah 

dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan 

hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung 

dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 

sukarelawan. Keunggulan lain dari vaksin tersebut 

adalah mudah untuk didistribusikan dikarenakan tidak 

memerlukan penyimpanan pada temperature ruang 

yang sangat dingin.
100

 

4. Dasar Hukum Vaksin  

     Berdasarkan pembagian kewewenangan dan urusan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penangan wabah 

Covid-19 dikatagorikan sebagai masalah pertahanan pada 

bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang menjadi 

kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat. Oleh 

karena itu, Pemerintah Pusat memegang kendali terhadap 

proses pengendalian penyebaran wabah Covid-19 melalui 

upaya-upaya dan ketentuan penanganan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Tujuan dari penanganan ini semata-mata untuk menyelamatkan 
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kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari berbagai 

aspek, terutama berkaitan dengan keselamatan rakyat, stabilitas 

politik, ekonomi, hukum dan yang lainnya.
101

 

    Terkait dengan wabah Covid-19 yang dengan cepat 

menyebar pemerintah melakukan langkah pertama dengan 

pemberlakuan anjuran social distancing. Hal ini dimaknai 

dengan pemerintah yang sepenuhnya menyadari bahwa 

penularan Covid-19 bersifat droplet.102
 Bukan hanya itu saja,, 

disaat angka positif Covid-19 melambung tinggi pemerintah 

mulai menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) 

yang aturannya tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Social Bersekala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease-

2019 (Covid-19). Hal itu dimulai dengan membatasi aktivitas 

keluar rumah, kegiatan sekolah atau belajar mengajar dirumah, 

serta bekerja dirumah. Masyarakat juga selalu dihimbau untuk 

selalu menggunakan protokol kesehatan berupa 5M yaitu 

memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga 

jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. 

     Kebijakan karantina merupakan salah satu cara yang paling 

tua dan ampuh untuk mengendalikan suatu wabah. Yaitu 

dengan melarang orang meninggalkan wilayahnya, serta 

melarang orang lain masuk kedalam wilayah tersebut. Hal itu 

dikarenakan banyak orang yang positif Covid-19 namun tidak 

bergejala. Untuk pasien yang menderita positif diwajibkan 

untuk melakukan isolasi, isolasi dapat dilakukan secara 

mandiri ataupun di fasilitas kesehatan agar mendapatkan 

pengobatan yang tepat dan cepat.
103

 

     Pembatasan atau karantina yang dilakukan oleh pemerintah 

berdampak langsung pada kehidupan masyarakat bahkan 

                                                             
 101 Rizal, ―Persfektif Siyâsah Syar ‘ Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam 

Penanganan Pandemi Covid-19…,‖ 43. 

 102 Niken Ayu Hestina, ―Wabah Penyakit Menular (COVID-19) Dan 

Perumpamaan Dalam Al-Qur‘an,‖ Studi Al-Qur‟an Dan Keislaman, Vol.4 No.2 
(2020): 129, https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/132. 

 103 Ibid. 



 

 

 
 

50 

stabilitas negara. Dampak yang sangat signifikan yaitu 

ekonomi yang merosot tajam akibat dari pandemic ini. Dengan 

adanya kejadian tersebut pemerintah mencanangkan konsep 

―berdamai‖ dengan Covid-19 yang selanjutnya diwujudkan 

dengan ―new normal‖ yang mana di dalam kebijakan tersebut 

pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas 

seperti biasa. Namun, dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan. Konsep ―new normal‖ tersebut kini lebih dikenal 

dengan ―Adaptasi Kebiasaan Baru‖ yang diterapkan didalam 

zona hijau.
104

 

    Selanjutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia tidak 

sampai di situ saja. Seiring dengan kemajuan teknologi 

dibidang sains ditemukan vaksin untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 dan meningkatkan imun tubuh. Pemerintah Indonesia 

melakukan berbagai upaya preventif dalam rangka penyediaan 

vaksin. Untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di 

Indonesia sendiri tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 

99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Desease-19 (Covid-19) serta Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Desease-19 (Covid-19).  

     Tidak hanya itu Presiden Joko Widodo juga memberikan 

intruksi mengenai Program Vaksinasi Covid-19 yaitu: Pertama, 

vaksinasi diberikan secara gratis dan masyarakat tidak 

dikenakan biaya. Kedua, Seluruh jajaran kabinet, kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan 

program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ketiga, 

memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait 

ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Keempat,  Presiden 

menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Kelima, 
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Presiden meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 

3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 

tangan.
105

 

    Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia melalui 4 tahapan 

dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu 

kedatangan. Berikut tahapan vaksinasi di Indonesia:
106

 

a. Tahap 1 dengan pelaksanaan January-April 2021 

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga 

kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang 

serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan 

profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

b. Tahap 2 dengan pelaksanaan January-April 2021 sasaran 

vaksinasi Covid-19 tahap 2 antara lain: 

1) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

aparat hukum, dan petugas pelayanan publik 

lainnya yang meliputi petugas di 

bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, 

perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah 

air minum, serta petugas lain yang terlibat secara 

langsung memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  

2) Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun). 

c. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 

2022  

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat 

rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.  
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d. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 

2022  

Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku 

perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai 

dengan ketersediaan vaksin. 

    Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan Vaksinasi masal di Indonesia agar dapat berjalan 

dengan lancar yaitu: Pertama, perlu dilakukan sosialisasi 

secara massif mengenai pentingnya vaksinasi sebagai upaya 

yang paling efektif dalam mencegah penularan virus Covid-19. 

Kedua, pendekatan terhadap kelompok antivaksin. Ketiga, 

vaksinasi masal harus didukung oleh sumber daya yang kuat 

dengan adanya kepastian hukum, koordinasi yang baik, sumber 

pembiayaan vaksinasi gratis, tenaga kesehatan, dan distribusi 

yang baik. Dan terakhir keempat, adanya pengawasan terhadap 

pelaksanaan vaksinasi masal seperti pengawasan terhadap 

penyedia vaksin, anggaran, serta resiko kesehatan yang 

ditimbulkan akibat pemberian vaksin.
107

 

    Ditengah masyarakata terjadi pro dan konta terkait dengan 

pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah masyarakat 

mempertanyakan apakah vaksinasi merupakan hak atau 

kewajiban. Hal itu disebabkan banyak syarat administrative 

yang mewajibkan sertifikat vaksin. Pemerintah melalui Wakil 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa 

vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh 

warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.  
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Panduan Wawancara Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas 

Gedong Air Bandar Lampung 

 

A. Petugas Puskesmas Gedong Air 

1. Bagaimana pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong 

Air Bandar Lampung? 

2. Bagaimana sistematika pelaksanaan Vaksinasi di 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung? 

3. Apakah warga Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung 

sulit untuk mendapatkan vaksin? 

4. Apasaja persyaratan agar mendapatkan vaksin? 

5. Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat mau 

mengikuti Vaksinasi? 

B. Peserta Puskesmas Gedong Air 

1. Bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan Vaksinasi di 

Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung? 

2. Bagaimana proses untuk mendapatkan vaksin di 

puskesmas ini? 

3. Adakah kendala untuk mendapatkan vaksin ini? Jikalau 

ada apa saja kendalanya? 

4. Apa alasan saudara/i melakukan Vaksinasi? 

 

 

Rangkuman Jawaban Berdasarkan Pedoman Wawancara 

1. Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar 

Lampung 

 Pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Gedong Air 

sangat mudah dan tidak terlalu ramai sehingga warga tidak 

perlu mengantri. Masyarakat yang tidak  berdomisili di 

wilayah kerja Puskesmas Gedong Air Bandarlampung masih 

tetap mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut dengan mudah. 

2. Sistematika pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air 

Bandar Lampung 

Pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 di 

Puskesmas Gedong Air Bandarlampung cukup mudah yaitu 

sebagai berikut : 



 

 

 
 

a. Calon penerima vaksin Covid-19 telah melakikan 

registrasi ulang dengan datang tepat waktu sesuai 

dengan jadwal. 

b. Meja 1 (Pendaftaran dan verifikasi). Calon penerima 

vaksin Covid-19 menunjukkan e-ticket dan bukti 

identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi. 

Kemudian, setelah kartu identitas sudah terverifikasi 

calon penerima vaksin melanjutkan ke meja 2. 

c. Meja 2 (Format Skrining). Petugas kesehatan 

melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 

sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan 

mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid). 

Kemudian setelah calon penerima vaksin daapt 

dipastikan sehat, maka Vaksinasi dapat dilakukan. 

d. Meja 3 (Vaksinasi), calon penerima vaksin Covid-19 

diberikan vaksin secara aman. 

e. Meja 4 (Pencatatan dan Observasi), petugas mencatat 

hasil pelayanann vaksinasi. Setelah itu, penerima 

vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor 

kemungkinan KIPI. Terakhir, penerima vaksin 

memperoleh kartu vaksinasi. 

3. Kendala dalam mendapatkan vaksin 

 Untuk saat ini tidak lagi terdapat kendalam dalam 

vaksinasi, hal itu dikarnakan jumlah vaksin yang dimilik oleh 

Puskesmas Gedong Air telah terpenuhi. 

4. Persyaratan untuk mendapatkan vaksin 

 Persyaratan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air 

Bandarlampung cukup mudah. Calon penerima hanya perlu 

membawa KTP atau KK (bagi yang belum mempunyai KTP) 

serta nomor telepon yang aktif. Calon penerima vaksin harus 

dalam kondisi sehat agar dapat dilakukan vaksinasi dan tidak 

menimbulkan efek samping 

5. Strategi pemerintah agar masyarakat mau mengikuti 

Vaksinasi 

     Puskesmas Gedong Air Bandarlampung melakukan 

promosi kesehatan dengan memberitahukan masyarakat 



 

 

 
 

melalui Posyandu, Kader-kader, kerjasama dengan sektoral, 

dan kelurahan yang ada di kawasan Puskesmas Gedong Air 

Bandarlampung. 

     Puskesmas Gedong Air Bandarlampung meminta bantuan 

kepada kecamatan atau kelurahan yang mempunyai 

wewenang untuk terjun langsung kepada masyarakat. 

Puskesmas Gedong Air Bandarlampung melakukan edukasi 

kepada masyarakat akan pentingnya vaksinn Covid-19. 

6. Alasan Peserta vaksin melakukan vaksinasi Covid-19 

Alasan Peserta melakukan vaksinasi yaitu selain untuk 

kesehatan juga sebagai kewajiban lantaran banyak sekali 

syarat akan suatu hal yang melibatkan adanya sertifikat 

vaksin. Seperti halnya syarat untuk kerja, bersekolah, 

berpergian dan masih banyak lagi. Vaksin selain untuk 

perlindungan kesehatan, juga menjadi syarat administrasi 

dengan melibatkan sertifikat vaksin menyebabkan setiap 

orang mau  tidak mau melakukan Vaksinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































